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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perolehan sertipikat hak milik atas tanah karena jual beli telah mewujudkan 

kepastian hukum. Hal ini terbukti dari 130 orang responden ternyata ada 115 

(88,5%) responden belum mendapat gugatan oleh pihak lain. Meskipun ada 15     

( 11,5 %) responden yang telah digugat oleh pihak lain, sehingga mengenai 

kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kabupaten Sleman, DIY, belum 

dapat dirasakan sepenuhnya oleh pemegang hak milik atas tanah yang 

memperoleh sertipikat karena jual beli di Kabupaten Sleman, DIY.  

2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan adanya kepastian dan perlindungan 

hukum dalam perolehan sertipikat hak milik atas tanah karena jual-beli di 

Kabupaten Sleman, DIY adalah sebagai berikut: 

a. Secara preventif dilakukan dengan cara  sebagai berikut: 

1.) prinsip penghati-hatian (berkas yang masuk dicermati dan diteliti terlebih 

dahulu). 

2.) Prinsip keamanan dilakukan dengan cara menjaga keamanan pemegang 

sertipikat hak milik atas tanah, untuk itu melakukan penelusuran terlebih 

dahulu terhadap tanah yang akan diperjual-belikan. 

b. Menggunakan sistem publikasi positif, walaupun bertentangan dengan 

kecepatan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, akan tetapi lebih baik 

mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari, sehingga berkas-berkas yang 
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masuk harus diteliti secermat mungkin, jangan sampai terjadi kesalahan 

dalam pemberkasan. Akan tetapi apabila data-data yang ada di kantor 

pertanahan belum memenuhi asas muktahir sistem publikasi negatif juga 

diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang 

sebenarnya mempunyai hak dan wewenang atas tanah tersebut. Contohnya 

pada kasus perdata No.125/Pdt.G/2010/Sleman. Apabila sistem publikasi 

positif yang digunakan maka Ir.Gregorius yang sebenarnya memiliki hak dan 

wewenang atas tanah tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.  

B. Saran 

Oleh karena itu, peneliti menyarankan  untuk terwujudnya kepastian hukum 

dan perlindungan hukum dalam perbuatan hukum jual-beli tanah di Kabupaten 

Sleman sebagai berikut: 

1. Pejabat Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi 

terlebih dahulu kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada 

masyarakat yang sedang mengalami sengketa tanah secara adil dengan 

memfasilitasi masyarakat melalui mediasi, sehingga kepastian hukum dan 

perlindungan hukum dapat terlaksanakan.  

Selain itu Pejabat Kantor Pertanahan seharusnya melaksanakan asas-asas 

pendaftaran tanah yang terdapat di dalam Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997, 

khususnya asas mutakhir, sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan sesuai 

dengan data pada kenyataannya dan tujuan pendaftaran tanah tersebut tidak hanya 

sekedar tujuan yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan, tetapi 

dapat terealisasikan secara nyata. Oleh karena itu perlu adanya sanksi yang tegas 

yang diatur dalam peraturan pendaftaran tanah, sehingga para pihak yang akan 

melanggar peraturan pendaftaran tanah memiliki rasa takut untuk melanggar dan 
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bagi pihak yang telah melanggar peraturan pendaftaran tanah dapat memiliki efek 

jera. 

2. PPAT yang akan membantu pelaksanaan proses jual-beli tanah sebaiknya 

mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi pertanahan, sehingga 

dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa antara pihak pembeli dan penjual, 

serta pihak ketiga yang terkait dengan tanah tersebut.  

3. Kepala Desa sebagai pembina,seharusnya memberikan penyuluhan kepada semua 

kepala dukuh mengenai peraturan dan informasi yang berkaitan dengan 

administrasi pertanahan di Desa. 

4. Kepala dukuh seharusnya dapat melakukan koordinasi antara kepala dukuh yang 

satu dengan kepala dukuh yang lain mengenai wilayah pertanahan di desa 

tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

dengan cara memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai pertanahan di 

desa tersebut. 

5. Bagi masyarakat sebaiknya pola pikirnya terhadap kepastian hukum dan 

perlindungan hukum atas tanah hak milik harus jelas, sehingga timbul kesadaran 

akan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, dan ketika akan 

melakukan perbuatan hukum jual-beli tanah para pihak yang terlibat dalam proses 

jual-beli tanah adalah pihak yang benar-benar mempunyai hak dan wewenang atas 

tanah yang akan menjadi objek jual-beli tersebut. 
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